
BUPATI BUNGO 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI BUNGO 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO 
NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANG TIM KERJA BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TKBPP) 
KABUPATEN BUNGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUNGO, 

Menimbang a. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, sebagaimana 
telah dituangkan dalam rencana pembangungan jangka 
menengah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten 
Bungo 2016-2021, diperlukan langkah-langkah percepatan 
pembangunan dan implementasinya; 

b. bahwa untuk melaksanakan percepatan pembangunan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan 
perubahan terhadap Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Tim Kerja Bupati untuk Percepatan 
Pembangunan (TKBPP) Kabupaten Bungo; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo 
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tim Keija Bupati untuk 
Percepatan Pembangunan (TKBPP) Kabupaten Bungo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2755); 

2. Undang-Undang.......2 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dan Korupsi, 
Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
4700); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan.......3 
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006-2026 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7); 

15.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 8). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BUNGO NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG TIM KERJA 
BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TKBPP) 
KABUPATEN BUNGO 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP) Kabupaten 
Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 13) diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) TKBPP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam upaya percepatan 
pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bungo 2016-2021. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
TKBPP menyelenggarakan fungsi: 
a. pemberian masukan kepada Bupati tentang pelaksanaan program prioritas 

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. 
b. dihapus. 
c. pemberian masukan kepada Bupati terhadap hasil evaluasi kinerja 

Perangkat Daerah. 
d. pemberian masukan kepada Bupati tentang upaya peningkatan efektifitas 

dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan 
publik. 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati. 

2. Ketentuan......4 
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2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai anggota TKBPP paling 
sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. tidak sedang menduduki jabatan struktural di pemerintahan; 
b. pendidikan formal minimal S2 (strata dua); 
c. sehat jasmani dan rohani; 
d. usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun; 
e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. 

3. Ketentuan huruf e Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 15 

Profesional/ahli/tokoh masyarakat atau orang perseorangan yang dapat 
diangkat sebagai anggota TKBPP paling kurang harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. warga negara Indonesia; 
b. sehat jasmani dan rohani; 
c. pendidikan formal minimal S2 (strata dua); 
d. usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun; 
e. dihapus; 
L tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. 

Pasal II 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bungo. 

TELAH DI TELrn KETENTUAN 

K..obb 	I(...blQ.a 	Kibag . 	 Org.nt.l 

AM 002  1993' 03  1  007 

Diundangkan di Muara Bungo 
padatanggal 06-01 — 2020 

Ditetapkan di Muara Bungo 
padatanggal 08-ot 2020 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR . 
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